KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: http://www.kemnaker.go.id ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RANCANGAN PERMENAKER ATAS PERUBAHAN
PERMENAKER NOMOR 8 TAHUN 2025

Hari/tanggal . Senin, 27 Oktober 2025
Waktu :

16.00 s.d selesai

Tempat Hotel JS Luwansa
Agenda Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.
Peserta Rapat : 1. Perwakilan Kementerian Hukum
2. Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan
3. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Perwakilan Kementerian Sekretariat Negara
5. Perwakilan Kementerian Keuangan
6. Perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan
Teknologi
7. Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
8. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
9. Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
10. Kejaksaan Agung
11. KADIN Indonesia
12. APINDO
A. HASIL PEMBAHASAN;

1. Rapat dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian
Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Tinggi
Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kejaksaan Agung, KADIN
Indonesia, dan APINDO.

2. Rapat harmonisasi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti surat undangan dari

Direktur Jenderal Kementerian Hukum Nomor PPE.PP.01.05-4411 tanggal 24
Oktober 2025, perihal Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

3. Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang


http://www.kemnaker.go.id/

Perubahan atas Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 dimaksudkan untuk
menyempurnakan substansi dan redaksi ketentuan agar sesuai dengan kaidah
peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelaksanaan program
pemagangan lulusan perguruan tinggi.

4. Tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah untuk memastikan rancangan peraturan
yang dihasilkan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan
kompetensi kerja dan memperluas kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi
melalui program pemagangan.

5. Beberapa point-point penting pembahasan:

- program pemagangan ini telah di launching pada tanggal 1 Oktober 2025
dan pelaksanaan untuk Batch 1 telah ditutup pada tanggal 18 Oktober 2025
yang lalu dengan target 20.000 peserta

- saat ini, Batch 2 sedang berlangsung dengan penambahan target 80.000
peserta. Tahapan dimulai dengan Pendaftaran Penyelenggara dan Usulan
Program pada 24 Oktober - 5 November 2025, diikuti Pendaftaran Calon
Peserta Pemagangan pada 6 - 12 November. Perlu dicatat bahwa terdapat
perubahan pada durasi seleksi, yang diperpanjang dari 2 - 3 hari menjadi 9
hari. Oleh karena itu, seleksi akan dilaksanakan pada 12-20 November.
Pengumuman hasil seleksi akan dilakukan pada 21 November, dan
program magang akan dimulai pada 24 November.

- sehubungan dengan penambahan target peserta pemagangan (100.000
peserta), maka diperlukan perluasan cakupan penyelenggara
pemagangan, yang semula hanya perusahaan saja, menjadi: perusahaan,
instansi pemerintah, atau lembaga negara independen yang memenuhi
persyaratan untuk menyelenggarakan Program Pemagangan.

- rancangan Permenaker ini hanya memuat 2 (dua) Pasal perubahan yaitu:

a. Pengertian (Pasal 1) angka 2 dan angka 4; dan
b. Pasal 8 ayat (1) huruf b.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Perubahan Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 pada tanggal 27 Oktober 2025 telah selesai
dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai
harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.



C. DOKUMENTASI




